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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan
Umum Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun
2016 tentang pemilukada yang ditinjau dalam perspektif Figh Siyasah

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading)
terhadap pelanggaran kampanye pemilihan kepala daeraah dan selanjutnya
dianalisis dengan teknik deskriptif-komperatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran kampanye
pemilihan umum kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu
berbentuk money politic atau administrasi lainnya. Hal tersebut sangatlah
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Daerah, Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang
efektif sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dapat ditarik kesimpulan
terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai
bahan kampanye secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi
pelanggaran terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah di berbagai
wilayah. Dalam perspektif Figh Sivasah hal tersebut erat kaitannya dengan
pelaksanaan dari tim pengawas pemilihan atau tangan kanan dari pembantu
pemerintahan tersebut. Aturan ini dijelaskan dalam konsep Figh siyasah idariyah
yang didalamnya menganut aturan tentang Wazir Tafwidh atau pembantu
khalifah yang diangkat dan diserahi mandat oleh imam untuk menangani berbagai
urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pasalnya dalam
ketatanegaraan Islam proses pengangkatan seorang wazir harus menggunakan
syarat-syarat yang sejalan dengan aturan agama sebab syarat-syarat tersebut dapat
mempengaruhi proses dari kinerja seorang wazir dalam menjalankan tugas
sebagai pengawas atau tangan kanan dari pemerintah tersebut demi kemaslahatan
umat dan keutuhan agama agar terhindar dari pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah
dapat dikatakan bahwa belum mencerminkan asas keadilan karena bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing petugas saat pelaksanaan
kampanye masih kurang tegas, karena masih saja ditemukan berbagai pelanggaran
baik money politic, atau pelanggaran administratif selainnya demi menunjang
kemenangan saat pemilihan.

Kunci : Pelanggaran Kampanye, Pilkada, Figh Siyasah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan pentingnya demokrasi bagi warga negara saat ini
sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia baik
dari pihak pemilih maupun yang dipilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan
adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses
penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu.
Dalam hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ayat 2 dan 3.'

Adapun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan
penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencapai cita
negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian
termaktub dalam UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah

negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Perubahan

! Simanjuntak N Y, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu” , Jurnal Bawaslu,t.tp,
2017, 307.



tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang
memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan
perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi
serta mendapat jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD 1945.2

Melalui amandemen UUD 1945 dalam Pasal 6A dan Pasal 22E,
bahwasannya sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi pemilu secara
langsung, baik untuk pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil
presiden.

Untuk pemilu legislatif yang diatur dengan Pasal 22 E, selanjutnya
dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
selanjutnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 1
yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.’

Kampanye politik merupakan sebuah pendidikan dalam masyarakat yang
bertujuan mencerdaskan pemilih agar menjadi warga yang memiliki
kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada

perilaku rasional ketimbang emosional, dalam memengaruhi perilaku pemilih

? Undang-Undang Dasar 1945, Lihat Iemi Tri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Menggunakan Media Televise Sebagai Media Kampanye
Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makasar” (Skripsi --
Univeritas Hasanuddin, Makasar, 2014), 1.

? Tbid.



terkadang strategi kampanye dilakukan dengan melalui pengumpulan massa
atau mendatangi langsung dapat pula melalui media seperti baliho, poster,
bendera, pamphlet, iklan atau media massa baik cetak maupun elektronik.*
Dalam pelaksanaan tersebut, dilakukan secara bertanggung jawab.’

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah memberikan
suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Menurut Miriam Budiarjo
budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan dengan politik,
seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan
hidup pada umumnya.6

Perubahan pemahaman tentang kampanye politik telah melahirkan
pendekatan baru, salah satunya marketing politik dengan kata lain adalah
pemasaran politik. Selanjutnya apabila kita mencoba memahami melalui
pendekatan emik, maka pemasaran politik dipahami sebagai proses menjual
sesuatu agar orang lain tertarik untuk membelinya. Jika sesuatu itu dikaitkan
dengan politik maka pemahaman emik dari pemasaran politik merupakan
suatu proses menjual ide, gagasan, program termasuk citra diri agar orang lain
membelinya.’

Robert A.Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan
maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat
ini dapat digunakan menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis

tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana

* Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada.
> Pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
® Anwar Arifin, Komunikasi Politik Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi dan Komunikasi Politik
gndonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.
Ibid.



tidak lain adlah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif
tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur,
dan berkala.® Selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga
dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia.” Hal ini dilakukan untuk
memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di
tangan rakyat.

Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai terutama tekadnya
untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut
ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan
umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.'® Hal ini merupakan salah satu langkah dalam kebijakan
proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga dorongan untuk melaksanakan
pemilukada secara langsung ini antara lain karena mekanisme demokrasi
secara tidak langsung belum menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat

dalam memilih calon pemimpinya.

¥ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Lihat Iemi Tri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dalam Menggunakan Media Televise Sebagai Media Kampanye Studi Tentang Kampanye
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makasar” (Skripsi -- Univeritas Hasanuddin,
Makasar, 2014), 4.

’ Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu
DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol. VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008, 315.

' Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



Pemilukada yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat guna
membangun pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi
masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Dalam hal ini, kedaulatan
rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam peningkatan
demokrasi yang baik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara
Indonesia (WNI). Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwasannya “Setiap orang bebas untuk memilih dan
mempunyai keyakinan politiknya”.!" Selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
Daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa * Kepala

" Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Daerah dipilih secara demokratis”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yakni Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah , diatur
mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih
secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik."

Menurut Syafran Sofyan dalam jurnal Lembaga Pertahanan Nasional RI,
alasan diadakannya pemilukada adalah Pertama, dengan pemilukada
dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan
akuntabilitas. Kedua, pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan
stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat local. Ketiga, dengan
pemilukada  terbuka kemungkinan untuk meningkatkan  kualitas
kepemimpinan nasional dan memberikan peluang bagi munculnya pemimpin-
pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah."’

Namun disisi lain, terdapat permasalahan krusial yang hampir terdapat di
setiap daerah ialah mengenai masalah tahapan yang ada pada pemilukada,
yaitu pada tahap kampanye. Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang
diberikan kepada semua pasangan calon untuk mensosialisasikan visi, misi,
dan program serta meyakinkan masa pendukung.'* Dalam hal tersebut,

penyampaian pesan-pesan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan

"2 Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yang
berbunyi : “Pasangan Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan di KPU Proovinsi
oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau Perseorangan”.

" Syafran Sofyan, 2008, Permasalahan Pemilukada dan Solusinya. Diakses melalui
http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-
pemilukada.html tanggal 6 October 2018.

" Ibid.



http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html
http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html

wakil gubernur dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster,
spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.

Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan
semacamnya, dikalangan parpol memang masih belum optimal. Hal ini
kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10
tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan
calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

Dilanjutkan dalam Pasal 68, yang menyatakan bahwa “Dalam
berkampanye, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan
program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat™.

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa stakeholders yang

berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai



politik, masyarakat, media massa, panitia pengawas, dan tentunya pemerintah
daerah.”

Namun, yang menjadi permasalahan pada tahap kampanye ini adalah
banyaknya bentuk pelangagaran baik dalam bentuk money politic, atau
kampanye hitam lainnya. Padahal, dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa
kampanye pemilu dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan
dimulainya Masa tenang yaitu tiga hari menjelang pemungutan suara
dilaksanakan.'®

Kampanye yang seperti ini tentunya melibatkan banyak pihak, baik dari
kalangan masyarakat sebagai tim suksesnya maupun dari para kandidat yang
mencalonkan atau dicalonkan. Dalam hal ini, penulis menemukan fakta
bahwa beberapa calon gubernur dan wakil gubernur di berbagai wilayah yang
terjadi pelanggaran saat berkampanye.

Hal ini tentunya menimbulkan kesan bahwa ada ketidakadilan dalam
sistem kampanye yang dilakukan pada saat Pemilihan Kepala Daerah
berlangsung.

Lebih lanjut, mengenai hal tersebut tidak lepas dari peran KPUD dengan
Panitia Pengawas Pemilu yang seharusnya melakukan pengawasan maksimal
bukan hanya ketika terjadi penggelembungan suara dan kecurangan politik
uang namun pada tahap kampanye seharusnya diberikan ruang yang sama

untuk mengawasi setiap kampanye yang dilakukan oleh calon gubernur dan

" Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah

Langsung,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 77.
'® Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



wakil gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kemudian di jelaskan pula dalam ayat 2, yang menyatakan bahwa
“Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang
demokratis”.

Adapun selain itu, dalam sistem hukum ketatanegaraan islam bawaslu
merupakan nama lain dari wazir tafwidh (pembantu khalifah bidang
pemerintahan) yang mana dalam pengangkatan seorang wazir perlu adanya
akad yang sah. Pasalnya, wizara merupakan jabatan yang tak akadnya tidak
sah apabila terdapat pernyataan yang tidak jelas. Jika seorang imam
mengangkat wazir (pembantu khalifah) hanya berdasarkan pertimbangannya
sendiri, secara hukum pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti
itu telah mentradisi di kalangan penguasa.'’

Namun, jika para kandidat paslon masih ditemukan berbagai pelanggaran
saat berkampanye, baik dalam bentuk money politic, atau kampanye hitam
selainnya. Bukankah hal tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak sesuai
denngan peraturan perundang-undangan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut
maka penulis mengangkat judul “Pelanggaran Kampanye Pemilihan

Kepala Daerah dalam Perspektif Figh Siyasah”.

7 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta :
Qisthi Press, 2014), 47.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan
oleh penulis ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tentang
permasalahan mengenai pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah saat
berkampanye.

Sehingga permasalahan yang ditinjau oleh penulis agar tidak
menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan
dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bentuk pelanggaran dan Model Kampanye dalam Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah.

2. Penjelasan secara benar urgensi dari Pemilihan Kepala Daerah, yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Daerah yang ditinjau dalam Hukum Tata Negara Indonesia

maupun dalam Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20167
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2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap Pelanggaran Kampanye
Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam konteks Wazir Tafwidh

berdasarkan aturan Siyasah Idariyah ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan., baik mengenai
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali
informasi dari buku-buku serta data lapangan yang diperoleh maupun dari
skripsi lain dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya
tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh
landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Iemi Tri Handayani, mahasiswa Fakultas Hukum di Univeritas
Hasanuddin Makasar tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam
Menggunakan Media Televise Sebagai Media Kampanye ( Studi Tentang
Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makasar).'®
Skripsi ini membahas mengenai Walikota dan Wakil Walikota yang
melakukan pelanggaran pada tahun 2014 dengan berkampanye di media

televise melalui iklan atau sponsor, atau berita televise misalnya masih ada

' Iemi Tri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dalam Menggunakan Media Televise Sebagai Media Kampanye Studi Tentang Kampanye
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makasar” (Skripsi -- Univeritas Hasanuddin,
Makasar, 2014), 13.
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salah satu stasiun televise yang menunjukan kehebatan dari masing-masing
paslon yang mereka dukung.

2. Jurnal Bawaslu yang dibuat oleh Simanjuntak N Y dengan judul
“Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu” tahun 2017."° Jurnal
ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan
dengan baik, sehingga di dalam jurnal tersebut lebih spesifik terhadap
pemantauan pemilu mengingat masih banyak pelanggaran yang sering
dijumpai diberbagai daerah.

3. Skripsi Wahyu Budi Nugroho, mahasiwa Fakultas Komunikasi dan
Informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 dengan
judul “Kampanye Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Kasus
Strategi Kampanye Politik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Seno
Samodro — M. Said Hidayat SH Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2015).*° Skripsi ini membahas mengenai
strategi politik yang digunakan pada saat berkampanye melalui media
massa dan juga sebagai alat propaganda dalam membentuk opini public di
masyarakat guna mendapatkan dukungan kemenangan dalam pemiliha
kepala daerah atau bupati.

4. Jurnal Berliani Ardha, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas

Mercu Buana Jakarta dengan Judul “Social Media Sebagai Kampanye

' Simanjuntak N Y, (Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu” (Jurnal — Bawaslu,
2017), 17.

Y Wahyu Budi Nugroho, “Kampanye Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Strategi
Kampanye Politik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro — M. Said Hidayat SH
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015” (Skripsi--Universitas
Muhammadiyah, Surakarta, 2017), 20.
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Partai Politik 2014 di Indonesia®' Jurnal ini membahas mengenai
bagaimana pentingnya penggunaan media masa yang akan memberi
peningkatan dalam kredibilitas partai. Layanan media sosial di Indonesia
ini menempati urutan kedelapan didunia. Sehingga perihal tersebut dapat
memberi keuntungan besar untuk berbagai partai politik.

5. Skripsi Delsen Mandela, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di
Universitas Lampung tahun 2016 dengan judul “Strategi Kampanye Politik
Pasangan Calo Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pilkada
Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN Dan
Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni
Harun Dan Calon Wakil Walikota Komarunizar).** Skripsi ini membahas
mengenai strategi yang digunakan oleh Walikota dan Wakil Kota Bandar

Lampung yang memiliki perbedaan dengan strategi paslon lainnya.

Dengan adanya skripsi tersebut, yang menjadi pembeda dengan skripsi
yang dilakukan penulis adalah dari segi pelanggaran yang dilakukan oleh
calon atau organisasi politik pada saat pemilihan kepala daerah yang tidak
hanya melalui baliho di pinggir jalan melainkan melalui akun sosial media
dari masing-masing, atau bahkan bentuk pelanggaran administrasi selainnya

dari masing-masing pasangan calon yang ditinjau dari Figh Siyasah,

*! Berliani Ardha, “Social Media Sebagai Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia” (Jakarta :
Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, 2015), 15.

** Delsen Mandela, “Strategi Kampanye Politik Pasangan Calo Walikota Dan Wakil Walikota
Bandar Lampung Pilkada Serentak Tahun 2015 Studi Kasus Calon Walikota Herman HN Dan
Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni Harun Dan Calon
Wakil Walikota Komaruniza” (Skripsi--Universitas Lampung, 2016), 17.
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sedangkan pembahasan dari skripsi mereka mengacu pada strategi serta
pengawasan dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dengan menggunakan
peraturan perundang-undangan yang lama tanpa ada aturan yang tegas ketika
ada bawaslu yang kurang optimal dalam pengawasan pemilu, disisi lain
belum ada peneliti yang menulis mengenai pelanggaran dalam Pemilihan
Kepala Daerah. Sehingga dalam konteks ini, sangat berbenturan dengan
penelitian yang ditulis oleh penulis ini, karena skripsi yang dilakukan oleh
penulis pembahasannya kepada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala

Daerah yang ditinjau dari Persektif Figh Siyasah Idariyah.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka
tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye pemilihan
kepala daerah.
2. Untuk mengetahui tinjauan figh siyasah terhadap Pelanggaran Kampanye

Pemilihan Kepala Daerah.

Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian ini akan memberikan manfaat
sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
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a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian dan kajian tentang
kampanye pemilihan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada.

b. Memperkaya khasanah ilmu Hukum Islam guna membangun
argumentasi ilmiah bagi penelitian normative dalam bentuk
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

2. Secara Praktis

a. Memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum yang
diperlukan oleh masyarakat dalam penegakan hukum, serta
terciptanya keadilan dan profesionalitas para pengawas pemilu
(Bawaslu)

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan
bagi masyarakat tentang kampanye Pemilukada. Selain itu penelitian
ini diha rapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah

dalam batas waktu pelaksanaan kampanye.

Dengan tercapainya tujuan dan maksud penelitian tersebut, setidaknya
memberi semangat kepada peneliti khususnya dan umat islam umumnya akan
terlaksananya syariat Islam di muka bumi. Juga bukanlah sekedar ide, tetapi
mendapat sambutan baik dari para tokoh keilmuan dan pejabat negara ini
untuk berupaya keras dan obyektif dalam membentuk suasana hukum yang

seadil-adilnya.
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G. Definisi Operasional

Adapun pengertian dari judul peneltian yang dibuat oleh penulis ini
diantaranya ialah :
1. Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud dari pelanggaran
merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang memberi kerugian pada masyarakat.” Sedangkan
kampanye ialah suatu gerakan atau tindakan yang dilakukan serentak oleh
massa dalam satu tujuan untuk meraih kemenangan. Dalam konteks ini,
pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah memiliki arti bahwa suatu
gerakan menyimpang yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon
yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan dalam parlemen sehingga
mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang
Pemilukada.
2. Fiqh Siyasah
Adapun menurut Abdul Wahab Khalaf, siyasah merupakan undang-
undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta
untuk mengatur berbagai hal.** Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa

figh siyasah ialah suatu konsep dalam penelitian yang digunakan untuk

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https:/kbbi.kemdikbud.go.id Diakses Pada Tanggal 12 Februari
2019.

* Abdul Wahab Khallaf, Al-siyasah al-syari’ah, (Kairo : Dar al-Anshar, 1977), 4-5. Lihat
Muhammad Igbal, “Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2001), 4.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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mengatur atau mengkorelasikan antara hukum positif dengan hukum
ketatanegaraan islam dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk

mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

H. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan model pendekatan penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data
melalui metode penelitian pustaka (library research).

1. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai bentuk pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala
Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
b. Data mengenai pandangan figh siyasah Idariyah terkait dengan
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
2. Sumber Data
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat
penulis, maka dalam hal sumber penelitian akan dibagi menjadi dua yaitu:
a. Sumber Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
informasi data kepada pengumpul data. Penelitian yang dimaksud
dengan data primer adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerah.

b. Sumber Sekunder
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Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN Dan Calon
Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni
Harun Dan Calon Wakil Walikota Komarunizar). Skripsi
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Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makasar). Skripsi
: Univeritas Hasanuddin Makasar.
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Khilafah Islam”, Jakarta, 2014.
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7) Rozali Abdullah. 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan
Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.

8) Simanjuntak N Y. 2017. Pemantauan Dalam  Proses
Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Bawaslu

9) Wahyu Budi Nugroho. 2017. Kampanye Politik Dan Pemilihan
Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro — M. Said Hidayat SH
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015).
Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Bertolak dari sumber data yang dikumpulkan, maka tekhnik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber data berdasarkan
topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dilakukan
penulisan secara sistematis dan komperehensif.

Tekhnik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan analisis. Melalui pendekatan
perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang
menjadi fokus dan berhubungan dengan topik permasalahan, yaitu
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Penulis menggunakan pendekatan analitis dalam rangka menguji

istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap Pelanggaran
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Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Karena segala bentuk pelanggaran
dalam kampanye merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari
peraturan perundang-undangan. Sebab dalam hukum islam dijelaskan
bahwa segala sesuatu harus memenuhi syariat-syariat yang berlaku demi
kemaslahatan umat.?

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah
dikumpulkan adalah dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari
suatu permasalaham yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret
yang bersifat khusus. Artinya, mengemukakan aspek yang bersifat umum,
yaitu aspek wizarah kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih
khusus tentang Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

4. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan yang tersusun
dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab
sesuai pemabahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi
permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II ini berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai Figh

Siyasah Idariyah yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

5 Imam al Mawardi, Ahkam Al-Sultaniyah Sistem Pemerintahan Islam, (Jakarta : Qisthi Press,
2015), 47.
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Bab III ini memuat penyajian data yang berisi mengenai pelanggaran
yang telah dilakukan pada masa tenang oleh organisasi politik atau calon
dalam memperoleh kemenangan sehingga menimbulkan berbagai
pemikiran para ahli tentang pelanggaran saat berkampanye.

Bab IV merupakan analisis dari Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditinjau
dari Figh Siyasah Idariyah.

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.
Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh temuan penelitian yang ada
hubungannya dengan masalah penelitian.

Saran-saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu
diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang

bersangkutan.



BABII
FIQH SIYASAH IDARIYAH

A. Pengertian Figh Siyasah

Zinuddin Ali mengemukakan bahwa kata figh secara etimologis artinya
paham, pengertian dan pengetahuan. Adapun secara etimologis, Figh pada
mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran
agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama
dengan arti Syari’ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya
bagian dari Syari’ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum Syari’ah
Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan
berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.'

Adapun jika Figh dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka disebutlah
ilmu Figh. llmu Figh merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan
menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam kitab-
kitab hadist. Pengertian ini menunjukkan, bahwa antara syari'‘ah dan Figh
mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetap tidak
dapat dipisahkan.

Masih banyak definisi Figh lainnya yang dikemukakan para ulama.
Adapula yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari

ketentuan hukum Islam. Ada pula yang menekankan bahwa Figh adalah

' Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Palu: Yamiba,2005),

3

2 Tbid.
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hukum syari’ah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian, pendapat yang
menarik dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa Figh merupakan
pengetahuan hukum syara’ dengan jalan 7jtihad Dengan demikian pula,
pendapat dari Al Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum
dalam Figh adalah melalui kajian dari penalaran atau sama halnya dengan
nadzar dan istidah. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtithad atau
kajian, tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram,
dan masalah-masalah gath i lainnya tidak termasuk Figh.’

Hal itu menunjukkan bahwa Figh bersifat jjtihadi atau zhanni. Pada
perkembangan selanjutnya, istilah Figh sering dirangkaikan dengan kata A/-
Islami sehingga terangkai A/-Figh Al-Islami yang sering diterjemahkan
dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus
dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.*
Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa

siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

3 Jalaludin Al-Mahalli, Syarh Al Waraqat Fi Ushul Al-Figh, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t), 3.
Lihat Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Cet Ke 1, (Jakarta
: Gaya Media Pratama, 2001), 40.

* Ibnu Manzur, Lisan Al-,Arab, (Beirut : Dar Al-Shadr, 1968), Juzu6, 108. Lihat Muhammad
Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2001), 76.
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> Sementara Louis

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
Ma"luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan
manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.® Sedangkan Ibn
Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu
dengan cara yang mengantarkan menusia kepada kemaslahatan.’

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum
dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syar7’at, meskipun
tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa
religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah
suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan
terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh
Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.*

Bahwasannya, definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh
Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan
kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara '®

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah
bahwa figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam figh

> Abdul Wahab Khallaf, 4/-Siyasah Al-Syari‘ah, (Kairo : Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

% Louis Ma“luf, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam, (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1986), 362.
Lihat Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Cet Ke 1, (Jakarta
: Gaya Media Pratama, 2001), 160.

7 Ibid., Ibnu Manzur

¥ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, A/-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syari’ah, (Kairo :
Mu‘assasah Al-, Arabiyah, 1961), 16. Lihat Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi
Doktrin Politik Islam”, Cet Ke 1, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 135.

® Ahmad Fathi Bahansi, A/~ Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Syari’at Al-Islam, (Mesir : Maktabah Dar
Al-,Umdah,1965), 61.
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siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik Al
Quran maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang
terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid
tersebut tidak “kebal” terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat
debatable atau masih bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, figh siyasah antara lain
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan,
apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan

mempertanggungjawabkan kekuasaannya. "’

B. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian
figh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula
yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada
sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian figh siyasah menjadi
delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena
hanya bersifat teknis.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian figh siyasah mencakup

kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah

' Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta : Ul Press,
1991), 2-3.
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dustiriyah),ekonomi dan moneter (siyasah Maliyah), peradilan (siyasah
gada’iyah), hukum perang (siyasah harbiyah), dan administrasi negara
(siyasah idariyah). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat
bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara moneter serta hubungan
internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya
menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan
keuangan negara.''

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T.M Hasbi malah membagi ruang
lingkup figh siyasah menjadi delapan bidang yaitu politik pembuatan
peraturan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik
moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional,
politik pelaksanaan perundangan-undangan dan politik perang. 12

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian figh siyasah dapat
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-
undangan (al-siyasah al-dustiiriyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang
penetapan hukum (tasyri ‘iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (gad ’iyah)
oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh
birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyah).
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim

dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (a/-siyasah al-

duali al-khash) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan

' Abdul Wahhab Khalaf, Al-Siyasah Al.., 7.

'27.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah, (Yogyakarta : Madah, T.Tp.), 8. Lihat
Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, Cet Ke 1, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2001), 153.
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diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim (al-siyasah al-duali
al-,,am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata
internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan
utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara
lainnya. Sedangkan hubungan internasional mengatur antara lain politik
kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa
damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan
konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.
Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar
diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan
perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (al-
siyasah al- maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam a/- siyasah Maliyah
ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja
negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak
dan perbankan. "

Namun perlu diketahui bahwa, dalam hal ini penjelasan akan terfokuskan
pada siyasah idariyah yang merupakan bagian dari siyasah dustiriyah.
Dalam siyasah dustiiriyah terkandung beberapa bagian diantaranya terdapat
penetapan hukum (tasyri ‘iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (gad ’iyah)
oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh
birokrasi atau eksekutif. Mengenai penjelasan siyasah idariyah oleh birokrasi

atau eksekutif akan dijelaskan lebih rinci, sedangkan untuk pembahasan

B Ibid.
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penetapan hukum (Zasyri‘iyah) oleh lembaga legislatif dan peradilan
(gada’ivah) oleh lembaga yudikatif hanya dijelaskan sebatas makna

singkatnya saja.

C. Figh Siyasah Dustiiriyah

Kata “dustiriy” berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah
seorang yang memiliki otoritas. Baik dalam bidang politik maupun agama.
Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan
anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster atau majusi.'”

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustir
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah
diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja
sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak
tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan
syari’ah digunakan istilah figh dustiiriy, dimana yang dimaksud dustiriy
ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti
terbukti dalam perundang-undangan. Peraturan-peraturannya dan adat
istiadatnya. Abu A‘la al-Maududi menakrifkan dustiir ~ dengan suatu
dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan

1
pengaturan suatu negara.'

' Bernard Lewis et al, The Encyclopedia Of Islam, Vol 2, (Leiden : E. J. Brill, 1978), 638. Lihat
Muhammad Iqbal, “Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” Cet Ke 1, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2001), 153.

"> F. Aminuddin Aziz, Dalam http://www.Aminazizcenter.Com/2009/Artikel-62-September-2008-
Kuliah-Figh-Siyasah-Politik-Islam.Html. Diakses 12 Januari 2019.



http://www.aminazizcenter.com/2009/Artikel-62-September-2008-Kuliah-Fiqh-Siyasah-Politik-Islam.Html
http://www.aminazizcenter.com/2009/Artikel-62-September-2008-Kuliah-Fiqh-Siyasah-Politik-Islam.Html
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Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustir sama dengan
constitution dalam Bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa
Indonesia, kata-kata ‘“dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah
mustahil berasal dari kata dustir tersebut diatas. Dengan demikian, siyasah
dustiiriyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah Perundang-
Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari“at Artinya Undang-
Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-
prinsip Islam dalam hukum-hukum syari“at yang disebutkan di dalam Al-
Qur“an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah,
akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.'°

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai
kekuasaan mutlak. Seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni
kepala Negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang.
Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan
pelaksana.

Menurut teori Trias Politika bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga
bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur
tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara

dibagi dalam tiga bidang diantaranya ialah kekuasaan pelaksana Undang-

Undang atau eksekutif, kekuasaan pembuat Undang-Undang atau legislatif,

' Ibid.
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dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pada masa inilah kekuasaan mulai

dipisah yang mana masing-masing kekuasaan melambaga dan mandiri."’

D. Siyasah Idariyah

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan
mengacu pada prinsip-prinsip syari‘ah. Islam sebagai landasan etika dan
moral direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ending Saifuddin Anshari mengatakan bahwa negara adalah organisasi
bangsa untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu bagi setiap Muslim negara
adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan
mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai
keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat
bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-
prinsip dasar mengacu pada teks-teks syari“ah yang jelas dan tegas. Selain itu,
ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk
dalam figh. Dalam hal ini, makna yang terkandung dalam Siyasah Idariyah
adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membicarakan mengenai
bidang administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Secara umum arti lembaga eksekutif ialah pelaksanaan yang dikepalai

oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun

Y Ibid.
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militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam Budiardjo mencakup berapa

bidang :'®

1. Diplomatik, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan Negara-
negara lain.

2. Administrasif, melaksanakan peraturan serta perundang-undangan yang
dibuat oleh badan legislatif.

3. Militer, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan Negara dan

melakukan perang bila didalam keadaan yang mendukung.

Dalam aturan Siyasah Idariyah pengawasan yang dilakukan oleh seorang
Wazir pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien.'”

Pemilihan Umum Pada Masa Permulaan Islam dan Peran Ah/ Al Halli
Waala’qdi

Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah universalitas atau
komprehentisitasnya. Yang dimaksud dengan “syumii/ al-Islam” atau

komperehensitas Islam ialah tidak ada satu kejadian atau kasus apapun yang

'8 Miriam, Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),
35. Lihat Yustiana, “Konsep Kementrian (A/ Wizarah) Imam Al Mawardi Dan Relevansinya
Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung, 2017), 38.

' Mat Khoruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Skripsi--
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 65.
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muncul dalam kehidupan ini kecuali terdapat ketentuan hukumnya dalam
syariat Islam, baik itu hukumnya wajib, mandiib, haram, makruh, mubah,
shahih, bathil, ‘azimah, ataupun rukhs ah.

Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang
terjadi di zaman sekarang dari berbagai negara. Adapun pada masa al-khulata
arrasyidin terdapat segolongan orang yang telah dipilih oleh umat atau yang
biasa disebut dengan Ah/ Al-Halli Waala’qdi mereka termasuk golongan
popular pada zaman dahulu. Akan tetapi, pada zaman sekarang dengan yang
dulu sangatlah berbeda. Pada zaman dahulu mereka belum memandang
pentingnya melakukan pemilihan umum secara terang-terangan, karena
pemilihan umum itu sendiri sebagai sebuah cara untuk mengetahui
persetujuan. Pada masa itu orang-orang yang memberikan persetujuan sudah
mengetahui, sehingga kaum muslimin tidak perlu berkumpul untuk memilih
wakil-wakil mereka yang duduk sebagai AAl Al-Halli Waala’qdi*°

Adapun dalam pemilihan khalifah, mereka mengadakan pemilihan umum
secara resmi, misalnya ketika Abu Bakar dipilih dan dibaiat, Umar Bin
Khattab walaupun mendapat instruksi dari Abu Bakar, dia menduduki kursi
khilafah bukan karna instruksi beliau, namun karena pada dasarnya instruksi
tersebut hanya sebatas pencalonan dari Abu Bakar, dan seorang khilafah
berhak mencalonkan penggantinya. Adapun yang menetapkan dan

memilihnya adalah umat. Seandainya, pemilihan tersebut tidak dilakukan

0 Abdul Karim, Dkk. Pemilu & Parpol Dalam Perspektif Syariah, (Bandung : PT. Syaamil Cipta
Media, 2003), 9.
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oleh umat itu sendiri, maka Umar tidak mungkin menduduki jabatan khalitah
hanya dengan pencalonan dari Abu Bakar.

Demikian pula Utsman menjadi khalifah melalui proses musyawarah dan
pemilihan dari umat. Pada waktu itu, Umar memilih enam sahabat untuk
menggantikannya, yaitu Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah Bin
Ubaidillah, Zubair Bin“awwan, Sa“ad Bin Abi Waqqas Dan Abdurrahman
Bin ,,Auf, kecuali Abdurrahman Bin ,,Auf dia menyerahkan yang dipilihnya
hanya Utsman dan Ali. Abdurrahman Bin ,,Auf berkata “Berhari-hari saya
tidak bisa memejamkan mata untuk tidur, saya bertanya kepada kaum
muslimin, hingga sayapun menanyakan kaum wanita di rumah-rumah
mereka, siapa yang akan mereka pilih. Hingga pada akhirnya, mereka
memilih Utsman.

Pada saat itu untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi AA/ Al-
Halli Waala’qdi tidak diperlukan pemilihan umum karena kesenioran mereka,
maksudnya pendahulu dalam memeluk Islam dan bersahabat dengan Nabi
serta perjuangan mereka sudah diketahui secara umum. Namun, prinsip
pemilihan tetap dilakukan dan sampai kapanpun harus tetap dipegang, karena
adanya khalifah merupakan landasan yang fundamental ditegakkannya

prinsip syura. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

e 2 - »z

TACE TSRS N ST AR SR TIERD. FPHEIP
e YO OP (B &Jp‘jfjf_;w,olg.;‘/ ‘d("b)-’t"”-’rlj"""‘“)

Artinya :
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
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maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. (QS. Ali Imran :159)*'

Dalam ayat “Dan perkara mereka diputuskan melalui muyawarah
diantara mereka.” Para ulama berkata : tidak ada seorangpun yang paling
banyak melakukan musyawarah selain Nabi Saw, Al Musafir Imam Ibnu
,»Athiah berkata : “Seorang imam atau pemimpin yang tidak bermusyawarah
wajib diturunkan dari jabatannya.”

Pelaksanaan prinsip musyawarah ini tidak mungkin dilakukan dengan
cara melibatkan seluruh umat secara langsung, tetapi yang paling
memungkinkan menurut logika adalah seorang imam atau pemimpin
bermusyawarah dengan umatnya melalui wakil-wakil mereka yang telah
dipilih oleh mereka sendiri, merekalah yang dimaksud A4/ Al-Halli
Waala’qdi Pada zaman sekarang tidak bisa diketahui kelayakan mereka
kecuali melalui proses penyeleksian dan pemilihan terlebih dahulu.

Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah yang dimaksud dan
keterlibatan umat dalam pemerintahan serta keberlangsungan otoritas mereka
dalam mengawasi pemimpin yang dipilihnya, mengharuskan adanya
pemilihan AAl Al-Halli Waala’qdi secara musyawarah. Oleh karena itu,
pemilihan umum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan yang

dilakukan oleh umat secara bersama-sama untuk memilih siapa yang

dikehendaki mereka, sehingga adanya pemilihan umum adalah sesuatu yang

*l Al Qur'an Surat Ali Imran Ayat 153, AI-Qur'an dan Terjemah Aisyah, (Surabaya : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013), 69.
* Ibid, Abdul Karim, 10.
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dibenarkan secara syar"l dan bukan semata-mata sebuah sistem yang diadopsi

dari luar Islam.*

F. Al-Wizarah

Kata “wizarah” diambil dari kata A/-Wazir , yang berarti berat. Hal ini
dikarenakan seorang Wazir memikul tugas yang berat. Kepadanyalah
dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.**

Wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah Negara atau kerajaan,
dimama para pejabat yang memimpin miliki wewenang dalam segala
kebijakan demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan. Dalam bahasa Arab
dan Persia modern, Wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri
yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.*

Mengenai kata Wizarah, terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para
Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya
ialah:**

1. Wizarah berasal dari kata al- Wizar yang berarti beban karena Wazir

memikul tugas yang dibebankan oleh Kepala Negara kepadanya.

> Ibid, 11.

* Yustiana, “Konsep Kementrian (4] Wizarah) Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Daerah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017),
21. Hasan Ibrahim Hasan, et. al, Al-Nuzhum Al-Islamiyah, (Mathba“ah Lajnah Al-Ta‘lif Wa Al-
Tarjumah, 1953), 40. Lihat Mohammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam” (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001),144.

» Bernard Lewis, The Political Language Of Islam, (Chicago : The University Of Chicago Press,
1977), 12. Lihat Mohammad Igbal, “Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”
(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 144.

% Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta : Ul Pres, 2011), 60. Lihat Yustiana,
“Konsep Kementrian (4/ Wizarah) Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem
Pemerintahan Daerah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 22.
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2. Wizarah diambil dari kata A/-Wazar yang berarti Al-malja atau tempat
kembali, dimana kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat
Wazir nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan
suatu kebijakan Negara.

3. Wizarah juga berasal dari A/-Azr yang berarti punggung karena fungsi
dan tugas Wazir adalah tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan
kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri

karena ditopang punggung.

Adapun menurut Imam Al Mawardi dalam A/- Ahkam Al-Sultaniyah
menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti
mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri
secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang
lain.”’

Dengan demikian, seorang khalifah mampu menjalankan tugasnya lebih
efektif dengan adanya seorang Wazir sehingga mampu menghindari
terjadinya penyimpangan atau kekeliruan demi keselamatan dalam
menjalankan tugasnya.

Jabatan Wazir dalam pengertian yang telah dikemukakan tersebut sudah

dikenal di kalangan muslimin pada zaman Rasulullah SAW. Namun, jabatan

kementrian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap

" Imam Al Mawardi, 4] Ahkam Al Sultaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, ( Jakarta :
Qisthi Press, 2015), 45. Lihat Yustiana, “Konsep Kementrian (4/ Wizarah) Imam Al Mawardi Dan
Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden
Intan, Lampung, 2017), 27.
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segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung
sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan
menmiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.®

Pada masa dinasti umayyah, Wizarah merupakan pangkat paling tinggi
diseluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap
semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga
mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran. Hingga pada
masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat
kerajaan menjadi tinggi. Pengawasan terhadap tata kelola buku dipercayakan
kepada seorang Wazir, dimana setiap orang tunduk kepadanya. Seorang
Wazir pada massa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti
kekuasaan Khalifah mengangkat pejabat dan memberhentikannya,
mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya. Akhirnya dinasti Turki
muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan Wizarah yang telah
kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang
yang cenderung mengabdi Khalifah yang terbuang, karena sudah tidak lagi
memiliki kekuasaan amir. *°

Konsep Wizarah menurut Imam Al Mawardi dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu :

% Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah, (Bairut : Al-Maktab
Al Islami, 1416 II), 49. Lihat Yustiana, “Konsep Kementrian (4/ Wizarah) Imam Al Mawardi Dan
Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah™ (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung,
2017), 24.

% Mujur Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam, (Jakarta :
Erlangga, 2008), 37. Lihat Yustiana, “Konsep Kementrian (4! Wizarah) Imam Al Mawardi Dan
Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung,
2017), 27.
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1. Wizarah Al-Tafwidh (Pembantu Kepala Negara Bidang
Pemerintahan)

Wazir Tafwidh merupakan seseorang yang diberi wewenang Imam
untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat
pemikirannya sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan
khalifah dikarenakan seorang Wazir mempunyai wewenang
sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam seperti
merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan
peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima, dan lain-lain.*

Dalam konteks ini, seorang Wazir diangkat dan diserahi mandate
oleh imam untuk menjalankan berbagai tugasnya berdasarkan ijtihadnya
sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya mengangkat Wazir dengan
tugas seperti itu karena Allah Swt sendiri berfirman ketika mengisahkan

Nabi-Nya , Musa a.s.,3 !
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Artinya :
“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu)
Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan
jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku,” (QS. Thaha : 29-32)*’

% Munawir Sajadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta: UI Pres, 2011), 58. Lihat Yustiana,
“Konsep Kementrian (4! Wizarah) Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem
Pemerintahan Daerah” (Skripsi--UIN Raden Intan,Lampung ,2017), 29.

' Lihat Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,
(Jakarta : Qisthi Press, 2015), 45.

** Al Qur'an Surat Thaha Ayat 29-32, Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah, (Surabaya : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur*an, 2013), 313.
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Apabila pengangkatan Wazir atau pembantu khalifah di dalam
kenabian dapat dibenarkan, tentu lebih dibenarkan lagi jika
diberlakukannya dalam urusan imamah atau kepemimpinan. Pada
dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seorang imam atau
khalifah tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang
yang membantu. Dengan demikian, posisi Wazir yang berperan sebagai
pembantu khalifah dapat lebih mempermudah imam atau khalifah dalam
mengurusi  berbagai persoalan umat daripada ditangani sendiri.
Keberadaan Wazir atau pembantu khalifah dapat menjadikan seorang
khalifah lebih mampu mengontrol diri, lebih terjaga dari kekeliruan® dan
bentuk penyimpangan.

Untuk menduduki jabatan Wazir atau pembantu khalifah, seseorang
harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang ditetapkan
untuk menjadi imam atau khalifah, kecuali factor nasab atau keturunan
Quraisy. Wazir atau pembantu khalifah adalah pelaksana ide dan ijtihad.
Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari
itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang
ditetapkan untuk 7mamah (kepemimpinan), yaitu ia haru memiliki
keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan
peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail

sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya dan

3 Di Dalam Manuskip Ketiga Tertulis: Az-Zawal Atau Lengsernya Kedudukan. Lihat Imam Al
Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press,
2015), 45.
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pada waktu lain ia perlu menugaskan orang lain untuk menanganinya.
Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain
untuk mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus-
menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk
mewakili dirinya. Itulah peran penting Wazir atau pembantu khalifah
dan dengan itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.**

Diceritakan bahwa al-Ma“mun pernah pernah menulis tentang
kriteria pemilihan Wazir atau pembantu khalifah ialah:*’

“Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk
mewakili tugas-tugasku. la mampu memelihara harga dirinya dan bersikap
istikamah dalam menjalani hidupnya. la dididik oleh akhlak mulia dan
ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia
segera melaksanakannya. Jika wurusan-urusan penting diserahkan
kepadanya, ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya
lebih memilih diam dan ilmu yang mendorongnya untuk berbicara. Waktu
sesaat baginya sangat berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya
puas. Kesiagaannya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang
bijak, ketawadhuannya menyerupai ulam, dan kepahamannya seperti
fukaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih.
Jika musibah tengah menimpanya, ia bersabar. la tidak menjual
kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati
manusia  dengan  kefasihan dan tutur kata®® dan keindahan
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penejelasannya”.

34 Ibid., 45-46.

> Abu Manshur Ats-Tsa"alabi Menuturkan Sifat-Sifat Tersebut Di Dalam Kitabnya Yang Berjudul
Tuhfah Al-Wuzara Yang Dinisbatkan Kepada ,,Amr Ibn Mas‘adah, 65. Lihat Imam Al Mawardi,
Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 46.
36 Kata A/l-Khildbah Artinya Tipuan Dengan Lisan. Seorang Laki-Laki Disebut Khullab Jika Ia
Termasuk Penipu Atau Pendusta. Lihat : Ar-Razi, Mukhtar Ash-Shahah, 183. Lihat Imam Al
Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press,
2015), 46.

37 Abu Manshur Ats-Tsa“alabi Menuturkan Sifat-Sifat Tersebut Didalam Kitabnya Yang Berjudul
Tuhfah Al-Wuzira Yang Dinisbatkan Kepada ,,Amr Ibn Mas“adah, 65. Hal Yang Jarang Diungkap
Bahwa Ats-Tsa"alabi Hidup Semasa Dengan Al-Mawardi. Ia Meninggal Dunia Pada Tahun 429 H,
Yakni Sekitar Seperimpat Abad. Lihat Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem
Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 46.
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Apabila sifat-sifat tersebut terhimpun pada diri seorang imam atau
khalifah, akan tetapi masih sedikit yang bisa memiliki sifat tersebut,
cakrawala berfikirnya akan luas, gagasannya berlian, dan penanganannya
sempurna. Sebaliknya, jika sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh seorang
imam atau khalifah, pertimbangan dan penanganannya pun akan jauh
dari maksimal.*®

Meskipun syarat-syarat tersebut bukan termasuk syarat-syarat
keagamaan murni,” melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap
sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat
menunjang terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun
bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat wizara di atas maka ia baru
dianggap sah untuk diangkat sebagai Wazir atau pembantu khalifah jika
ada pernyataan resmi dari imam atau khalifah. Pasalnya, wizara
merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah
tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika imam atau khalifah mengangkat
seorang  Wazir atau pembantu khalifah hanya Dberdasarkan
perkembangan atau restunya sendiri, secara hukum perihal pengangkatan

tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi dikalangan

wulat atau penguasa.*’

38 11,
Ibid., 47.

% Di Dalam Manuskrip Kedua Tertulis: A/-Muazhzhah (Yang Ditentukan). Lihat Imam Al

Mawardi, Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press,

2015), 47.
40 Ibid.
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2. Wizarah Al-Tanfidz (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi)

Wazir Tanfidz merupakan Wazir yang hanya melaksanakan apa
yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah
diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan
tentara. la tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh
Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai
kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara atau utusan
saja.*!

Oleh sebab itu, kebijakan yang diatur dalam kementrian ini masih
bersifat lemah dibandingkan dengan kementrian fafwidh karena ia harus
menjalankan perintah sesuai dengan kebijakan kepala negara. Dengan
kata lain, mentri merupakan penyambung atau jembatan antara
pemerintah dengan rakyat.

Wazir Tanfidz inilah menerjemahkan dan melaksanakan
kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau Wazir
tafwidh agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.** Karena
dengan adanya kekuasaan yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus
dipenuhi pun relative longgar. Sehingga ia tidak harus memiliki

kualifikasi sebagai mujtahid. la hanya diisyaratkan memiliki sifat-sifat

* Diya“ud-Din Ar-Rais, An-Nazarriyaht, 52. Lihat Yustiana, Konsep Kementrian (Al Wizarah)
Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah, (Skripsi--UIN
Raden Intan, Lampung, 2017), 33.

* Muhammad Iqbal, Figh Siyasah : Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2001), 147.
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amanah, jujur, tidak matrealistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat
ingatan dan cerdas serta tidak memperturutkan hawa nafsu.*’

Dalam hal tersebut, seorang Wazir Tanfidz tidak harus berasal dari
agama Islam, seorang Wazir dalam konteks ini diperbolehkan beragama
non muslim apabila memenuhi syarat-syarat dalam pengangkatan
seorang Wazir Tanfidz. Karena syarat yang dimiliki oleh Wazir tersebut
ialah syarat paling penting, dimana tombak dari kepemimpinan seorang
khalifah ialah berasal dari Wazir . Sehingga dapat dilihat, efektif
tidaknya seorang khalifah dalam hal kepemimpinannya tergantung dari
seorang Wazir dalam hal tata pelaksana pengawasan dalam kinerja

seorang khalitah tersebut.

G. Cara-Cara Pengangkatan Wazir atau Pembantu Khalifah

Adapun cara pengangkatan seorang Wazir yang disahkan adalah harus
dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok diantaranya ialah,
wewenang penuh dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup
pemberian mandat, tanpa memberikan wewenang penuh. Pengangkatan
tersebut masih tidak jelas, baik bersifat umum atau bersifat khusus, atau
sebagai Wazir tafwidh yang sama halnya dengan pembantu khalifah bidang
pemerintahan maupun sebagai Wazir Tanfidz yang sama halnya dengan

pembantu khalifah bidang administrasi. Dengan demikian, pemgangkatan

# Abu Hasan Al-Mawardi, A4 Ahkam Al Sultaniyah, (Beitut : Dar Al-Fikr, T.Tp.), 26. Lihat
Muhammad Igbal, “Figh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2001), 148.
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Wazir atau pembantu khalifah dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan

tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya,

maka dapat dinyatakan sah dan sempurna.**

Pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dapat dilakukan

.4
dengan dua cara, yaitu :*’

1. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya khalitah

berkata .”Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-

tugas kepemimpinanku.” Pengangkatan seperti ini hukumnya sah karena

didalamnya mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan

tetapi, jika imam atau khalifah hanya berkata seperti ini, “Bantulah aku

dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan,” sehingga dalam hal ini

hukum keabsahan pengangkatannya dibagi menjadi dua diantaranya

1alah:

Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah
mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan
memberikan mandat.

Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya
berupa izin yang masih membutuhkan akad sementara pemberian
izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad
tersebut sah. Berbeda halnya, jika khalifah berkata seperti ini, “Aku
melantikmu  untuk membantu menjalankan  tugas-tugasku,”

pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak

* Lihat Imam Al Mawardi, A/ Ahkam Al Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,
(Jakarta : Qisthi Press, 2015), 47.

* 1bid., 47-48.
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hanya memberikan izin, tetapi sudah mengandung akad. Namun, jika
khalifah hanya berkata, “Perhatikanlah tugas-tugasku,” yang
demikian tidak dianggap sah karena masih bersifat multitafsir,
apakah yang dimaksud adalah memperhatikannya, memikirkannya,
atau melaksanakannya. Sebuah akad tidak dianggap sah jika
menggunakan pernyataan yang multitafsir hingga disusul dengan
pernyataan lain yang menghilangkan keraguan.

2. Dengan menyebut jabatan yang dimaksud, misalnya imam atau khalitah
berkata , “Aku melantikmu sebagai Wazir atau pembantu khalifah dan
mempercayakan kepadamu tugasku.” Cara pengangkatan Wazir seperti
ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup pemberian
wewenang penuh kepada Wazir atau pembantu khalifah yang tercermin

dalam ucapan imam atau khalifah.

Adapun jika imam atau khalifah berkata seperti ini, “aku serahkan
kepadamu wizara ku,” atau “Kami serahkan kepadamu jabatan Wazir,” jelas
pernyataan tersebut tidak bisa menjadikan sang Wazir atau pembantu
khalifah berkedudukan sebagai Wazir tafwidh atau pembantu khalifah bidang
pemerintahan hingga imam atau khalifah memberikan pernyataan mengenai
hak-haknya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang pemerintahan.

Hal itu karena Allah SWT berfirman , mengisahkan tentang Nabi Musa a.s.,*

* 1bid., 49-50.
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Artinya :
“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu)
Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan
jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku,” (QS. Thaha : 29-32)*
Didalam ayat ini, Nabi Musa a.s tidak sekedar meminta diberi seorang

Wazir atau pembantu, tetapi sosok Wazir atau pembantu yang mampu

meneguhkan kekuatannya dan menjadi partner dalam menangani urusannya.
Mengenai kata Wazir , terjadi silang pendapat dikalangan para ulama,

secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya ialah :**

1. Kata Wazir diambil dari kata al-wizru yang artinya beban karena
seorang Wazir mengambil alih beban yang ditanggung seorang imam
atau khalifah.

2. Kata Wazir diambil dari kata a/-wazar yang artinya tempat berlindung

sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi :

Artinya :
“Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!” (QS. Al- Qiyamah

: 11)
3. Kata Wazir diambil dari kata al-azru yang berarti tulang punggung

karena posisi seorang imam atau khalifah bisa menjadi kuat dengan

* Al Quran Surat Qiyamah Ayat 29-32, Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah, (Surabaya : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur*an, 2013), 313.
* Ibid., Imam Al Mawardi.
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posisi Wazimya, seperti halnya tubuh yang menjadi kuat dengan

keberadaan tulang punggung.

Dengan demikian, dari ketiga makna diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa tidak ada seorang Wazir satu pun yang dapat bertindak atau

berperilaku sewenang-wenangnya tanpa ada perintah dari seorang khalifah.



BAB III

PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Kampanye

1. Pengertian Kampanye
Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari
pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam
berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan

diskusi, hingga selebaran stiker."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye didefinisikan
sebagai gerakan serentak untuk mengadakan aksi dengan jalan
menyertakan kabar angina.” Sedangkan menurut Rise and Paisley,
kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu
dan public, kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi

dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif.?

Adapun kampanye menurut Dan Nimmo tidak jauh berbeda dengan
yang di kemukakan oleh Rogers dan Storey yang dikutip oleh Antar Venus
buku Manajemen Kampanye, yaitu “Serangkaian tindakan komunikasi

yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah

' Antar Venus, Manajemen Kampanye, ( Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004), 8.

* Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam http:/kbbi.kemendikbud.go.id. Diakses Pada Tanggal 10
Februari 2019

? Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat Icmi Tri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap
Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media
Kampanye” (Skripsi--Universitas Hasanudin, Makasar, 2014), 37.

48
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besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu

tertentu”.*

Dengan demikian, kampanye pemilihan umum bertujuan mengubah
atau memperkuat perilaku masyarakat dalam memilih calon legislatif atau
partai politik.” Jenis-jenis kampanye menurut Charles U. Larson terbagi ke

dalam tiga kategori, diantaranya ialah :°
a. Product Oriented Campaigns (Kampanye Produk)

Jenis kampanye ini berorientasi pada produk mumnya terjadi
dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan
kampanye jenis ini adalah commercial campaigns, corporate
campaign, atau ad campaign. Tujuan yang paling mendasari dari

kampanye jenis ini adalah memperoleh keuntungan financial.
b. Candidate Oriented Campaigns (Kampanye Kandidat)

Kampanye ini berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi
oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Oleh karena itu jenis
kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns
(kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan
dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh

partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik.

* Antar Venus, Manajemen Kampanye, (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2004), 8. Lihat Icmi Tri
Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam
Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye” (Skripsi--Universitas Hasanudin,
Makasar, 2014), 38.

> Ibid, 45.

® Ibid.
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c. Ideologically or course oriented campaigns (Kampanye Sosial)

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat
khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Karena itu
kampanye jenis ini sering disebut sebagai social campaigns, yang
bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial melalui

perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang terkait.

Undang-Undang Pemilukada menentukan bahwa kepala daerah
dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang
dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan dilakasanakan secara
demokratis. Pemilukada diselenggarakan dengan tujuan memilih
rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang
demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD 1945.7

Namun, yang ditekankan penulis dalam tugas akhir ini adalah terkait
pelanggaran kampanye yang menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dampak dari dilaksanakan
kampanye adalah terakumulasinya suara rakyat dalam memilih calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga kampanye merupakan

tahapan yang penting dalam mempengaruhi perhitungan suara nantinya.

7 Feby Setiyo Supatno, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 2015 Dengan Perubahan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 20157, Lex
Privatum, No. 2, Vol. 4 (Februari 2016), 116.



51

2. Dasar Hukum Kampanye

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia baru
terlaksana sejak juni 2005. Dari perspektif yuridis, pemilukada merupakan
amanat langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.% Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau
seringkali disebut dengan pemilukada, adalah pemilihan umum untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di
Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).’

Pemilukada merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan
kenegaraan. Karena pemilukada tidak hanya merupakan pesta demokrasi
yang diselenggarakan lima tahun sekali, akan tetapi Pemilukada lebih
merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap
pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemilukada ini dapat menjadi
tonggak sekaligus indikator perwujudan demokrasi."”

Dasar hukum penyelenggaraan pemilukada adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¥ Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945, Gubernur, Bupati Dan Walikota Masing-Masing Sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dipilih Secara Demokratis. Lihat Andi Rezky
Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi” (Skripsi : Uin Alauddin, Makasar, 2017),
1.

’ Tbid.

1% Aswanto, Hukum Dan Kekuasaan : Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu, Cet. 1 (Yogyakarta :
Rangkang Education, 2012), 209.
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tentang pemilu, pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga
secara resmi bernama ‘“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah” atau “Pemilukada”™"!

Adapun dalam mancanegara, Kepala Daerah atau Gubernur, Bupati,
Walikota) dikenal dengan penyebutan yang berbeda. Di negara-negara
federal seperti Amerika Serikat, Gubernur adalah jabatan kepala
pemerintah negara bagian (state), sedangkan di negara-negara kesatuan
(unitary state) seperti di Indonesia dikenal dengan jabatan kepala
pemerintah daerah dan selanjutnya disebut kepala daerah.'?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pemilihan kepala
daerah dilakukan oleh dewan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor
22 tahun 1948 kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-
calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan
pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat.'> Namun,
sejak berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 hingga Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974, ketentuan pemilihan kepala daerah tidak
mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :'*

a. Kepala daerah dipilih oleh DPRD

b. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

""" Andi Rezky Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi” (Skripsi--Uin Alauddin,
Makasar, 2017), 1.

'2 Zainal Arifin Hoesein, dkk, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Jakarta : Lp2ab, 2015), 1.
Lihat Yusnani Hasyimzoem, Dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Rajagrafindo
Persada, 2017), 158.

" Suharizal, Pemilukada Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2012), 16. Lihat Yusnani Hasyimzoem, Dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT
Rajagrafindo Persada,, 2017), 158.

"“1Ibid., 16,158.



53

c. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan

oleh DPRD yang bersangkutan.

Pada era Orde Baru, jabatan kepala daerah seringkali hanya berkutat
dalam tiga proses utama yaitu ABG atau ABRI, Birokrat dan Golkar.
Keberadaan kepala daerah kiriman ini tidak terlepas dari model politik
massa mengambang (floating mass) dan sentralisasi kekuasaan yang
dipraktikkan oleh rezim Soeharto dengan kendaraan utamanya partai
Golkar yang dalam 6 (enam) kali pemilu mulai dari tahun 1971 sampai

dengan tahun 1997 selalu menguasai parlemen lebih dari 50%."°

Memasuki era reformasi, telah terjadi perubahan yang cukup
signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan telah
dilakukannya amandemen UUD 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat 4
menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis”."

Berdasarkan bunyi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tersebut, dan

melihat kesuksesan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

pada tahun 2004, maka wakil rakyat (DPR atau MPR) bersepakat bahwa

" Politik Massa Mengambang Yang Dipraktikkan Oleh Rezim Soeharto Tidak Terlepas Dari
Digulirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golkar Atau
Lebih Dikenal Dengan Istilah Fusi Partai Politik. Lihat Yusnani Hasyimzoem, Dkk, Hukum
Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,, 2017), 158.
16 11,

Ibid., 159.
"7 Ibid.
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pemilihan kepala daerah dapat juga dilaksanakan secara langsung yang

dimulai pada tahun 2007 untuk pemilukada DKI."®

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur Nomor 4/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur Tahun 2018 dijelaskan bahwa kampanye merupakan wujud dari
pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung
jawab. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kampanye berusaha untuk mendorong para pemberi suara menuju ke
tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. Untuk
meraih sebanyak mungkin pemilih, kandidat perlu melakukan smart

campaign atau setidaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :'’

a. Model kampanye terbaik adalah sepanjang usia. Asumsinya adalah
menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan dipercaya ketika

membutuhkan dukungan.

b. Kampanye terbaik adalah mengemukakan citra sosial dan figur diri di
depan public. Dengan demikian public akan mengerti karakter orang
tersebut dan jika perlu sampai sedetil-detilnya atau emotional feelings

candidate image.

18 -

Ibid.
' Nur Hidayat Sardini, “Rasionalitas Pemilukada : Siapa Menang, Siapa Pecundang?”, Suara
Merdeka, (23 Januari 2019), 11.
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Praktik kampanye terbaik adalah jika melalui inducement atau
bujukan yang dapat ditempuh dengan menyampaikan gagasan dari
orang ke orang atau dari rumah ke rumah. Cara ini harus diimbangi

dengan penguatan strategi serta rasionalisasi.

Regulasi terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah sendiri telah

ditetapkan secara sistematis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur Nomor 4/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pemilukada.

. Fungsi dan Tujuan Kampanye

Adapun fungsi-fungsi dan tujuan dari Pemilihan Umum Kepala

Daerah menurut Rose dan Mossawir, diantaranya ialah :

a.

Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak

Langsung

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki
daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata
juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah
lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, power tends to
corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Siapa pun tidak
hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga

untuk memepertahankan kekuasaan yang telah didapatnya. Begitu
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memesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya
harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan

korban jiwa.

Daya tarik kekuasaan bersumber dari watak kekuasaan yang
menggoda serta memesona. Oleh sebab itu, para pemegang dan
pemburu kekuasaan selalu cenderung menghalalkan cara dalam
mencapai tujuannya. Maka, kekuasaan harus dikontrol dengan
kekuatan yang sama besarnya agar tidak menghancurkan pranata

sosial dan politik.?

Maka dari itu, dalam kehidupan politik modern yang demokratis,
pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan
kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga
penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara
damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara
langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung atau
rakyat ikut memberikan suara ataupun tidak langsung maksudnya

pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat.

b. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan

Pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat

public dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari

20 J. Kristiadi, Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (Ed.) Soffian Wanandi
Aktivis Sejati. (Jakarta : Gramedia, 2011), 309.
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masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika
pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan
kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini
para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon
atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga
sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka
menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para
pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa

agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta
pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar
dukungan rakyat terhadap mereka yang telah dipilih tersebut.
Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan
suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan
selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase
perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat

dukungan rakyat kepada calon tersebut.

Sarana rekrutmen politik.

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan
pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah

peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada
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21
khususnya.

Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat
penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses rekrutmen
politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan
pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu

fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting

dalam suatu sistem politik.

e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap

tuntutan rakyat.

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon melakukan
kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan
menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika
terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-
tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang
berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran

terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Selanjutnya menurut Ramlan Subakti menyebutkan bahwa

terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. Diantaranya ialah :

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin
pemerintahan dan alternative kebijakan umum atau public policy

dalam demokrasi.

2! Cholisin, Dkk., Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Y ogyakarta : Uny Press, 2007), 113.
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2) Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan
konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan
perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau
melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrase

masyarakat tetap terjamin.

3) Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dana atau menggalang
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan

ikut serta dalam proses politik.

Adapun menurut Jimly Asshiddiqgie sebagaimana yang dikutip
Khairul Fahmi, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi

4 (empat), diantaranya ialah :

1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan

pemerintahan secara tertib dan damai.

2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan

mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga

perwakilan.

4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.”

2 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2011), 276.
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B. Pelaksanaan Kampanye
1. Metode Pemilihan Kampanye
Menurut Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos selaku Devisi SDM dan
Parmas KPU Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa kampanye yang
dilakukan saat ini ialah dengan menggunakan 5 metode dengan mengacu
pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016, diantaranya ialah :

a. Pertemuan terbatas

Maksud dari pertemuan terbatas ini, ialah dengan
dilaksanakannya di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang
bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasistas sesuai
dengan jumlah tempat duduk dengan peserta anggota atau pendukung
dan/atau undangan lainnya yang bukan anggota atau pendukung dan
hanya dibenarkan membawa atau menggunakan bendera atau umbul-
umbul dari peserta pemilu yang mengadakan kampanye dipertemuan
terbatas tersebut. Atribut peserta pemilu tersebut hanya dibenarkan
dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan
terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau
tempat pertemuan terbatas tersebut. Dalam pertemuan terbatas harus

disertai dengan undangan tertulis.

Adapun dalam pertemuan terbatas tersebut, peserta yang
diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh
pemgelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000

(dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 untuk tingkat
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peserta.”> Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya
dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau

atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.”*

Dalam hal tersebut, petugas kampanye pertemuan terbatas wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada apparat Kepolisian
setempat dengan tembusan kepada KPU/Bawaslu sesuai tingkatannya,
dimana pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat hari, tanggal,
waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang, dan

penanggung jawab.”’

b. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Interaktif

Dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung
dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan
jumlah tempat duduk, dengan peserta annggota atau pendukung, dana
atau undangan lainnya yang bukan anggota atau pendukung. Di dalam
tatap muka diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya
dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-
simbol, pataka dana tau bendera atau umbul-umbul dari peserta
pemilu yang mengadakan kampanye dipertemuan tatap muka tersebut.

Atribut peserta pemilihan kepala daerah tersebut hanya dibenarkan

» Gogot Cahyo Baskoro, Devisi Sdm Dan Parmas Kpu Provinsi Jawa Timur, Pelaksanaan
Kegiatan Kampanye.

** Kep. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 4/Pp.02.3-Kpt/35/Prov/Ix/2017
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa
Timur Tahun 2018, 23.

* Lihat Pasal 38 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada.
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dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap
muka, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau
tempat pertemuan tatap muka tersebut. Dalam pertemuan tatap muka
harus disertai dengan undangan tertulis.

Adapun dalam pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar
ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke
pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum
lainnya. Dalam hal ini, petugas kampanye pertemuan tatap muka
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada apparat Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur,
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Jawa Timur, sesuai dengan tingkatannya.26

Penyebaran Bahan Kampanye

Dalam penyebaran bahan kampanye dilaksanakan saat kampanye
pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dana tau tempat-tempat
umum Yyaitu berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang
cindera mata (korek api, gantungan kunci, acesoris, minuman atau
barang-barang lain) dengan logo peserta pilkada.

Adapun dalam hal bahan kampanye ini, yang difasilitasi oleh

pihak KPU diantaranya ialah Kaos, Topi, Mug, Kalender, Kartu

% 1bid., 24.



63

Nama, Pin, Ballpoint. Payun dan/atau stiker memiliki ukuran paling

besar 10 X 5 Cm.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Adapun dalam pemasangan alat peraga yang dilakukan di tempat
umum akan ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dana tau di
izinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak ditempatkan
pada tempat ibadah, seperti halnya di masjid, gereja, wihara, pura.
Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik
pemerintah, lembaga pendidikan atau gedung sekolahan, jalan-jalan
protocol dan jalan bebas hambatan, tempat milik perseorangan atau
badan swasta, kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan serta
harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan
kota atau kawasan setempat sesuai peraturan daerah setempat.

Pemasangan alat peraga kampanye pemilu sekurang-kurangnya
berjarak 50 cm dari alat peraga peserta pilkada lainnya. Apabila tidak
memenuhi  ketentuan tersebut, KPU memerintahkan peserta
pemilukada yang memasang alat peraga pemilukada tersebut untuk
mencabut atau memindahkannya. Apabila tidak dilakukan pencabutan
atau pemindahan, pemerintah daerah setempat beserta apparat
keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus

memberitahukan kepada peserta pemilukada tersebut.
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Kegiatan Lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kegiatan lain yang dimaksud adalah seperti acaraulang tahun
partai politik, temu kader, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan
olah raga, istiqosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazar, dan
kegiatan dengan nama lain yang sifatnya memobilisasi masa pada
suatu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka,
penyebaran kampanye, pemasangan alat peraga, rapat umum dan
kegiatan lain harus diberitahukan kepada Polri setempat selambat-
lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan
maksud dan tujuan lamanya, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute,
pembicara utama, nama juru kampanye, nama penanggung jawab, tim
penyelenggara, kendaraan yang digunakan, contoh undangan dan lain-
lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten atau Kota untuk membatalkan atau menunda
pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada peserta pemilu yang
bersangkutan.

Massa yang mengadakan kampanye dengan menggunakan
kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam

keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
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1) Melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang
telah ditentukan.
2) Memasuki wilayah daerah pemilihan lain.

3) Melanggar peraturan lalu lintas.

Hal tersebut sama halnya juga dijelaskan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 4/PP.02.3-
Kpt/35/Prov/IX/2017  tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Tahun 2018. Dari sudut pandang tersebut, aturan dalam pelaksanaan

pemilukada.
Parpol/Gabungan KPU Kab/Kota KPU Kab/Kota
Parpol, Paslon memeriksa apakah mencetak dengan
Dan/Tim sudah sesuai. Jika mengutamakan
Kampanye belum maka menggunakan
menyampaikan dikembalikan bahan yang dapat
desain kepada untuk diperbaiki didaur ulang
KPU Kab/Kota

Alur Persetujuan Desain Dan Materi Bahan Kampanye dan Alat

Peraga Kampanye, berdasarkan Data KPU Provinsi Jawa Timur.”’

2. Waktu dan Tempat Kampanye
a. Komisi Pemilihan Umum menyusun jadwal kampanye-kampanye
pemilihan umum kepala daerah setelah berkoordinasi dengan partai

politik peserta pilkada.

*7 Ibid., Gogot Cahyo Baskoro, Devisi Sdm Dan Parmas Kpu Provinsi Jawa Timur, Pelaksanaan
Kegiatan Kampanye.
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b. Jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum ditetapkan dengan

keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

dan berlaku di Provinsi Jawa Timur

. Adapun dalam tim kampanye yang tidak menggunakan jadwal

kampanye, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU
Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye,
agar pihak KPU Provinsi dapat mengadakan perbaikan jadwal

kampanye.

. Masing-masing paslon dapat melaksanakan kampanye 3 (tiga) hari

setelah ditetapkannya hingga mulai masa tenang. Adapun dalam masa
tenang ini, masing-masing paslon dilarang melakukan kampanye,
dimana masa tenang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum
pemungutan suara.

Adapun dalam jadwal kampanye berdasarkan pada PKPU 1 Tahun
2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota, dapat gambarkan melalui table dibawah ini :**

KEGIATAN AWAL AKHIR

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap

muka dan dialog, penyebaran bahan

kampanye kapada umum, 15-02-2018 23-06-2018
pemasangan APK, dana atau

kegiatan lain

Deklarasi kampanye damai 15-02-2018

28 Ibid.
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Debat public atau terbuka antar

15-02-2018 23-06-2018
paslon

Kampanye melalui media massa,

cetak, dan elektronik 10-06-2018 23-06-2018

Dilaksanakan selama 2x selama

Rapat umum
masa kampanye

Masa tenang dan pembersihan alat
peraga

24-06-2018 26-06-2018

C. Pelanggaran Kampanye
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kampanye
Secara garis besar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilukada membagi bentuk pelanggaran dalam kampanye menjadi 3
bagian, diantaranya ialah:*’
a. Pelanggaran Administrasi
Dalam pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Pemilukada
mendefinisikan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran
administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang
Pilkada yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana dan ketentuan
lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua
jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana
maka termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dengan kata
lain pelanggaran administrasi yang dimaksud ialah pelanggaran yang
terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti halnya dapat

dicontohkan dalam berbagai kasus diantaranya ialah, ketika tidak

?% Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
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memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pilkada, menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk
berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye,

pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

Tindak Pidana Pemilukada

Pasal 177 A Undang-Undang Pemilukada mengatur tentang
tindak pidana pemilihan kepala daerah sebagai pelanggaran
pemilukada yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini
merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilukada
diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana
pemilukada antara lain adalah dengan memalsukan data dan daftar
pemilih, sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih pada saat
pemungutan suara, sengaja menghilangkan hak pilih orang lain,
menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil
suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, dengan demikian proses
penyelesaian tindak pidana pemilukada dilakukan oleh lembaga

penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Adapun menurut Gogot Cahyo Bakoro selaku Devisi SDM dan

Parmas KPU Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa jenis
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larangan dalam berkampanye yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya ialah :*°

No.

Jenis Larangan dalam Kampanye

Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Paslon Gubernur
& Wakil Gubernur, Paslon Bupati & Wakil Bupati, Palon Walikota
& Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik.

Mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban umum.

Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah.

Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye.

Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

10.

Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

11.

Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya.

12.

Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye
dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang
diperbolehkan.

13.

Paslon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang
sudah ditentukan.

14.

Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana
pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran
yang lebih besar.

15.

Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye
dilarang mencetak dan memasang APK selain pada tempat dan
jumlah yang telah ditentukan.

30 Ibid.
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16.

Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye
dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan
media massa elektronik.

17.

Bahan Kampanye dilarang untuk disebarkan dan/atau ditempel
ditempat umum, yang meliputi : tempat ibadah termasuk halaman,
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas
milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-
jalan protocol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public,
taman dan pepohonan.

18.

Pemasangan APK dilarang berada di tempat ibadah termasuk
halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung
milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

19.

Media massa cetak, media massa elektronik diantaranya televise,
radio, dan/atau media online, dan lembaga penyiaran dilarang
menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi
oleh KIP Kota Banda Aceh.

20.

Pasangan calon dilarang menayangkan debat publik atau debat
terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa
tenang.

21.

Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik (televise,radio
dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan
Iklan Kampanye Paslon, rekaman debat Paslon, rekam jejak Parpol
atau Gabungan Parpol, paslon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk
lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang
menguntungkan atau merugikan Paslon.

22.

Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan gabungan parpol
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi pemilihan.

23.

Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye
dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan
media massa elektronik.

24.

Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan Gabungan Parpol
dilarang melibatkan dalam kegiatan Kampanye diantaranya ialah
Pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Keuchik
dan perangkat desa.

25.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI,
Kepolisian Negara Republik Indonesia Keuchik dan Perangkat Desa
dilarang  membuat  keputusan dan/atau  tindakan  yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon selama masa
Kampanye.




71

2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kampanye31
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BAB IV

ANALISIS PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu jalan
mewujudkan terlaksananya demokrasi di Indonesia. Menurut Moh. Mahfud
MD, konfigurasi politik demokratis menuntut adanya partai politik dan
parlemen yang kuat, yang menentukan haluan atau kebijakan negara, lembaga
eksekutif atau pemerintah yang netral, serta pers yang bebas. Oleh karena itu,
regulasi penyiaran terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah harus tetap
menjamin pelaksanaan kebebasan pers untuk berkontribusi bagi pembagunan
demokrasi.'

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, regulasi tentang
Pemilihan Kepala Daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PKPU Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hal tersebut

menjelaskan kategori berdasarkan alat-alat berkampanye saat pemilu,

" Rusdin Tompo, “Empat Pilar Regulasi Penyiaran Pemilu” dalam www.kpi.go.id, diakses pada 10
Februari 2019.
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bahwsannya disebutkan suatu kampanye pemilihan umum dapat dilakukan
melalui iklan, media masa cetak, media masa elektronik dan internet.

Dalam metode berkampanye, kedudukan media sangatlah penting untuk
perolehan suara dari masing-masing pasangan calon baik melalui media cetak
,poster, stiker, dan media sosial atau semacamnya. Dengan menampilkan
visual yang menarik, media cetak mampu membentuk dan mengembangkan
pencitraan baik maupun buruk.

Adapun dalam terlaksananya Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai media informasi politik,
pendidikan politik, kontrol, dan perekat sosial, juga berfungsi untuk
mempromosikan dan membangun budaya demokrasi yang berkualitas. Hanya
saja, upaya menghadirkan regulasi berkampanye yang bisa mengakomodasi
kepentingan berbagai pihak bukan hal yang sederhana.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, bahwa dalam melaksanakan kampanye
dapat melalui berbagai cara seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka
dan dialog, debat public atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran
bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media masa
cetak dan media masa elektronik, kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga
dalam hal ini, pelanggaran serta sanksi yang dimaksud tertuang dalam Pasal
71 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



74

Berbagai pelanggaran memang masih seringkali kita jumpai. Tidak hanya
melalui media sosial maupun media cetak, adapula melui metode berdakwah
dengan memberikan uang atau sejumlah benda untuk menarik hati peserta
pemilihan atau selainnya. Sejauh ini, beban tanggung jawab suksesnya
Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di pundak penyelenggara Pemilihan
Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas
Pemilu atau Bawaslu. Meskipun sama-sama berstatus penyelenggara
Pemilihan Umum atau Pemilu namun fokus tugasnya berbeda. KPU bertugas
melaksanakan Pemilihan Umum, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan
Umum atau Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Aturan
yang berlaku saat ini, seharusnya memberikan akses kepada kedua lembaga
ini untuk mengkomunikasikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, keduanya juga
harus lebih kreatif dan inovatif membuat ragam program dan materi
sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak pilih
sehingga dari tahun ke tahun saat pemilihan itu tiba, bentuk pelanggaran yang
terjadi bisa semakin membaik dari provinsi ke provinsi lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum memiliki multi
tujuan, yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya
Pemilihan Umum dalam membangun kehidupan demokrasi. Selain itu, juga
untuk meningkatkan pemahaman akan tahapan dan mekanisme teknis
penyelenggaraan Pemilihan Umum, sekaligus mendorong masyarakat
proaktif dalam setiap tahapan Pemilu. Puncaknya, masyarakat diharapkan

akan menggunakan hak politik dan hak pilihnya secara benar, kritis, dan
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bertanggung jawab. Pada sisi lain Bawaslu, sosialisasi yang dilakukan akan
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk
pelanggaran dan kecurangan Pemilu serta mekanisme pengaduannya. Bila
masyarakat paham maka mereka akan ikut memainkan peran yang konstruktif
guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, survei membuktikan bahwa masih banyak
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing kandidat atau
tim sukses tersebut. Maka dalam hal ini Pemilihan Umum Kepala Daerah
yang masih belum bisa dikatakan adil. Karena dalam pelaksanaannya saja
masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran khususnya berkampanye

pada saat masa tenang berlangsung.

Pelanggaran Kampanye Pemilukada Dalam Figh Siyasah Idariyah

Dalam ketatanegaraan islam, pengawas pemilu merupakan bagian dari
pembantu pemerintahan dalam menjalankan berbagai urusan-urusannya,

konsep tersebut diatur dalam Figh Siyasah Idariyah.

Perlu dipahami bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanyalah cara bukan
metode. Namun, dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pembantu
pemerintahan itu sendiri atau biasa disebut dengan wazir. Konsep penerapan
pada saat pemilihan seorang kepala daerah di zaman khalifah dengan zaman

modern saat ini sangatlah berbeda.
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Sekilas kita menelisik bahwa pada zaman peradaban islam, istilah
seorang wazir baru dikenal pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah (750-
754 M) yang mendirikan Dinasti Abbasiyah, walupun pembangun sebenarnya
ialah Al-Mansur (754-775M).> Tidak heran jika dalam kepemimpinan yang
baru tersebut masih ditemukan berbagai pihak-pihak yang tidak menyukainya
atau ingin menjatuhkannya, diantaranya ialah golongan syi“ah, golongan

khawarij, golongan umayyah.

Dalam bidang pemerintahan yang dipimpin oleh Al-mansur, beliau baru
mengadakan tradisi dengan mengangkat wazir yang membawahi kepala-
kepala departemen. Untuk memegang jabatan wazir, ia memilih Khalid bin

Barmatk, seorang yang berasal dari Balkh atau Bectral di Persia.’

Di dalam Sistem Tata Negara Islam, belum mengatur adanya aturan
berkampanye. Perbedaan mendasar yang dapat dikutip ialah pelaksanaan
dalam pemilihan seorang pembantu khalifah pada zaman sekarang. Perlu
diketahui bahwa, pada zaman khalifah adanya seorang wazir atau pembantu

pemerintah itu pada zaman pemerintahan Al-Manshur.

Namun, tugas dari adanya seorang pembantu khalifah saat ini biasa
dipanggil dengan sebutan Panwaslu atau Panitia Pengawas dalam Pemilihan
dimana berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan. Berbeda halnya
dalam figh siyasah aturan tersebut termasuk dalam kategori wilayah Al-

Hisbah yang bertugas sebagai pengawas, penasehat dan pembina. Dengan

? Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspek, I. Lihat Samsul Munir Amin, Sejarah
Peradaban Islam, (Jakarta : Amzah, 2013), 25.
3 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Amzah, 2013), 26.
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kata lain, termasuk dalam lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran
syari“at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat yang biasa

dipanggil dengan sebutan wazir.

Perbedaannya wazir dalam Tata Negara Islam merupakan seorang yang
diangkat langsung oleh khalifah dengan memberikan wewenang dan mandat
secara jelas kepada seorang wazir tersebut. Dalam hal tersebut, sangatlah
kurang efektif ketika dibenturkan dengan di era kepemimpinan saat ini. Tanpa
adanya kelebihan atau keunggulan dari masing-masing kandidat yang
langsung dipilih oleh seorang khalifah untuk membantu tugasnya atau
sebagai tangan kanan khalifah, hal ini juga bisa menimbulkan berbagai

dampak yang kurang efektif.

Sebagaimana yang kita ketahui, di era kepemimpinan saat ini seorang
wazir diangkat oleh khalifah melalui berbagai tahap penyeleksian yang ketat,
mulai dari tes wawancara serta tes tulis. Namun, hal tersebut dengan aturan
yang ketat masih saja kita jumpai berbagai penyelewengan yang terjadi
walaupun sudah memberikan sanksi yang terkait terhadap masing-masing
pasangan calon agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Akan tetapi, dari tahun
ke tahun setiap pemilihan masih saja sering terjadi. Sehingga hal ini sangatlah
perlu untuk lebih ditegaskan kembali dalam pengawasan yang dilakukan oleh
seorang wazir agar tujuan yang di inginkan tercapai secara efektif, efisien,
dan produktif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Nya, yang

berbunyi :
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Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Hasyr : 18)*

Berdasarkan ayat Al-Qur“an diatas, secara tidak langsung menjelaskan
bahwa dalam sistem pengawasan yang sedang terlaksana haruslah sesuai
dengan syariat“syariat yang ada.” Memang masih banyak masyarakat yang
menutup mata akan pentingnya suatu hukum untuk ditegakkan. Tidak heran,
jika masih ada oknum-oknum yang mencari keuntungan demi kemenangan
para kandidat yang dicalonkan melakukan kampanye saat waktu telah usai.
Saat masa tenang, merupakan saat dimana masing-masing para calon
beristirahat dalam berkampanye, melainkan bukan suatu hal untuk mencari

perolehan suara.

Ketika seorang wazir tersebut menyimpang dalam pelaksanaannya
dengan aturan yang berlaku, maka kita berkaca pada sistem pengangkatannya
tersebut. Perlu diketahui bahwa, sistem pengangkatan dari seorang wazir

sangatlah berbeda dengan akad-akad umum yang biasa dinyatakan oleh imam

* 4 Al Quran Surat Hasyr Ayat 18, Al-Qur’an dan Terjemah Aisyah, (Surabaya : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur“an, 2013), 545.

> Di dalam manuskrip kedua tertulis: al-muhazhzhah (yang ditentukan). Lihat Imam Al Mawardi,
Al Ahkam Al Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015) , 47.
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atau khalifah dan para raja. Perbedaan tersebut terletak pada dual hal dibawah

ini, ialah :°

1. Mereka terbiasa dengan pernyataan singkat daripada pernyataan panjang
hingga hal itu menjadi tradisi khas mereka. Boleh jadi, mereka merasa
kesulitan untuk berbicara sehingga menggunakan Bahasa isyarat. Hanya
saja, menggunakan Bahasa isyarat tidaklah sah dilakukan oleh orang yang
mampu berbicara. Dengan demikian, tradisi mereka yang terbiasa

menggunakan pernyataan singkat tidak bisa diterapkan dalam syariat.

2. Mereka tidak terbiasa menerapkan sistem akad sehingga untuk
mengesahkan akad yang diucapkan, mereka harus menyempitkan
pernyataan mereka yang bersifat umum kepada tujuan khusus yang tidak

mengandung multitafsir.

Diceritakan bahwa al-Ma“mun pernah menulis tentang kriteria pemilihan

wazir atau pembantu khalifah, yang mengatakan :’

“Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk
mewakili tugas-tugasku. la mampu memelihara harga dirinya dan bersikap
istikamah dalam menjalani hidupnya. la dididik oleh akhlak mulia dan
ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia

segera melaksanakannya. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya,

® Ibid., 48.

7 Abu Manshur ats-Tsa“alabi menuturkan sifat-sifat tersebut di dalam kitabnya yang berjudul
Tuhfah al-Wuzara’ yang dinisbatkannya kepada ,Amr ibn Mas“adah, 65. Hal yang jarang
diungkap bahwa ats-Tsa"alabi hidup semasa dengan Al-Mawardi. Ia meninggal dunia pada tahun
429 H, yakni sekitar seperempat abad. Lihat Imam Al Mawardi, 4/ Ahkam Al Sultaniyah Sistem
Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 46.
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ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih
diam dan ilmu yang mendorongnya berbicar. Waktu sesaat baginya sangat
berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya puas. Kesiagaannya
laksana  panglima perang, kelembutannya seperti orang  bijak,
ketawadhuannya menyerupai ulama, dan kepahamannya seperti fukaha. Jika
orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah
tengah menimpanya ia bersabar. la tidak menjual kebahagiaan dunia dengan
kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur
kata dan keindahan penjelasannya.” Sebagaimana dalil QS. Thaha ayat 29-30

yang berbunyi :
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Artinya :

“Dan jadikanlah untukku seorang wazir atau pembantu dari keluargaku,

yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan

jadikanlah ia sekutu dalam urusanku”.®

Maka dari itu, menjadi seorang wazir bukanlah hal yang sederhana dan
dalam pengangkatannya sekaligus tidaklah sama dengan pengangkatan
khalifah. Pengangkatan seorang wazir yang disahkan adalah harus dengan

pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu wewenang dan mandat.

® Al Quran Surat Thaha Ayat 29-32, Al-Qur’an dan Terjemah Aisyah, (Surabaya : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur“an, 2013), 313.
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Perlu diketahui bahwa akad merupakan metode yang tetap untuk
mengangkat seorang wazir. Disisi lain, seorang wazir diperbolehkan
mengomandani perang dan melantik seorang untuk menjadi panglima perang,
karena mereka sudah memiliki syarat-syarat peperangan. Dengan demikan,
seorang wizara baru dianggap sah untuk diangkat sebagai wazir atau
pembantu khalifah jika memenuhi syarat-syarat pengangkatan seorang wazir.
Meskipun syarat tersebut bukan termasuk syarat keagamaan murni,
melainkan syarat politik semuanya tetap sejalan dengan agama demi

kemaslahatan umat.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1.

Bentuk pelanggaran masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, peraturan
terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur
berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
belum secara efektif dalam hal metode pelaksanaannya saat
berkampanye. Sehingga dalam hal ini pelanggaran saat pelaksanaan
kampanye masih sering terjadi di setiap tahun pemilihan baik berupa
money politic, atau pelanggaran administratif lainnya, meskipun
peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat.

Dalam perspektif Figh Siyasah, terjadinya pelanggaran yang dilakukan
oleh masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini merupakan
salah satu komponen penting yang harus di perhatikan oleh Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Peran dalam menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Aturan-aturan dalam hal pengawasan tersebut

termaktup dalam Siyasah Idariyah yang mana mengatur mengenai
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bagaimana peran penting dari seorang pembantu pemerintahan atau
Wazir tafwidh.

Perlu diketahui bahwa, pada zaman khalifah tentang proses pengangkatan
seorang wazir harus sesuai dengan syariat agama sebab syarat-syarat
tersebut dapat mempengaruhi proses dari kinerja seorang wazir dalam
menjalankan tugas sebagai pengawas atau tangan kanan dari pemerintah
tersebut demi kemaslahatan umat. Namun, ketika dikaitkan dengan
zaman sekarang seorang wazir dalam pelaksanaannya masih kurang
efektif sehingga seringkali terjadi penyimpangan di setiap tahun

pemilihan demi kemenangan pribadi.

B. Saran

Melalui penelitian ini terdapat harapan bagi setiap orang yang

berkecimpung di dunia hukum, terkhusus bagi para peneliti hukum yaitu :

1.

Diharapkan agar selalu menyumbangkan penelitian terbaru atau
mengembangkan penelitian terdahulu atau membantah penelitian
terdahulu. Karena hukum akan terus berubah seiring waktu dan tempat.

Diharapkan terkhusus bagi para peneliti hukum yang beragama Islam
agar meneliti setiap peraturan perundang-undangan Indonesia apakah
telah sesuai atau belum sesuai dengan hukum Islam, guna menjadikan
perarturan perundang-undangan Indonesia mengandung nilai-nilai Islam,

walaupun bukan negara yang bersistem hukum Islam.
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